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ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 182 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bersama Menteri
Keuangan dan Menteri Dalam Negeri tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan sebagai Pajak Daerah.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 6 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No. 49, TLN No. 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan UU 16 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No. 62, TLN No. 4999), UU 21 Tahun 1997 (LN
Tahun 1997 No. 44, TLN No. 3688) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU 20
Tahun 2000 (LN Tahun 2000 No. 130, TLN No. 3988), UU 28 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No. 130,
TLN No. 5049), Keppres 84/P Tahun 2009, Keppres 56/P Tahun 2010.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Kewenangan pemungutan BPHTB dialihkan dari Pemerintah ke Pemerintah Daerah mulai tanggal 1
Januari 2011. Persiapan pengalihan BPHTB sebagai pajak daerah dilakukan dalam waktu paling
lambat tanggal 31 Desember 2010. Dalam rangka pengalihan kewenangan pemungutan BPHTB,
Direktorat Jenderal Pajak bertugas dan bertanggung jawab mengkompilasi peraturan pelaksanaan
BPHTB sebagai bahan acuan Pemerintah Daerah dalam menyusun Peraturan Daerah dan Peraturan
Kepala Daerah, standard operating procedure (SOP) terkait BPHTB sebagai bahan acuan Pemerintah
Daerah dalam menyusun SOP, struktur, tugas, dan fungsi organisasi Direktorat Jenderal Pajak terkait
pemungutan BPHTB sebagai bahan acuan Pemerintah Daerah untuk merumuskan struktur
organisasi dan tata kerja pemungut BPHTB, data piutang BPHTB beserta berkas pendukungnya, data
pendukung dalam rangka pelaksanaan pemungutan BPHTB oleh Pemerintah Daerah berupa data
Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) per 1 Januari 2011, dan Surat Keputusan Menteri Keuangan mengenai
penetapan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)sejak tahun 2006 sampai dengan
tahun 2010, untuk diserahkan ke Pemerintah Daerah. Direktur Jenderal Pajak mengusulkan
penutupan rekening penerimaan BPHTB pada Bank Persepsi dan BO Ill BPHTB serta pencabutan
penetapan BO Ill BPHTB kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan. Kementerian Keuangan dan
Kementerian Dalam Negeri secara bersama-sama atau sendiri-sendiri memberikan pelatihan teknis
pemungutan BPHTB kepada Pemerintah Daerah. Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam
Negeri, dan Pemerintah Daerah bertugas dan bertanggung jawab menyelenggarakan sosialisasi
mengenai pengalihan kewenangan pemungutan BPHTB. Pemantauan dan pembinaan terhadap
pelaksanaan tahapan persiapan pengalihan kewenangan pemungutan BPHTB dari Pemerintah ke
Pemerintah Daerah dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri.
Terhadap usulan penghapusan piutang BPHTB yang disampaikan Direktur Jenderal Pajak kepada
Menteri Keuangan paling lambat tanggal 31 Desember 2010, penetapan penghapusan piutang
BPHTB tersebut masih menjadi kewenangan Menteri Keuangan. Segala biaya yang diakibatkan
sehubungan dengan pelaksanaan pengalihan kewenangan pemungutan BPHTB yang terkait dengan
Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Pemerintah Daerah dibebankan pada
anggaran masing-masing.

CATATAN : - Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 18 Oktober 2010 dan diundangkan pada tanggal 18
Oktober 2010.



